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ABSTRAK 

Skirpsi dengan judul “Peran pemerintah DKI Jakarta dalam implementasi 

Perda No 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi perspektif teori 

Al-a’dalah”  ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan menjawab 

pertanyaan tentang bagaiman teori Al-a’dalah  memandang persoalan Perda DKI 

Jakarta No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi pada 

masyarakat Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing Kota Madya Jakarta Utara? 

Data penelitian skripsi ini dihimpun dari field reseach melalui metodologi 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang terfokus pada 

sumber-sumber data yang diperoleh dari observasi langsung ke tempat penelitian, 

wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pembahasan implementasi 

peraturan daerah DKI Jakarta No 4 Tahun 2015 tentang pelestarian seni, tradisi 

dan kebudayaan Betawi perspektif teori Al-a’dalah sebagai objek studi. 

Selanjutnya sumber-sumber disusun secara deskriptif dengan pendektan yuridis 

yang menggunakan peraturan Daerah No. 4 tahun 2015 tentang pelestarian 

kebudayaan Betawi, tujuannya untuk memperoleh data secara detail dan pola pikir 

yang digunakan yaitu deduktif. 

Implementasi pelestarian kebudayaan Betawi di kelurahan Rorotan dilihat 

dari hasil penelitian berusaha menyesuaikan teori Al-a’dalah dengan Perda No. 4 

tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. peran Pemerintah DKI Jakarta 

dalam Implementasi tugas dan wewenang pemerintah Rorotan dalam pelaksanaan 

pemberdayakan kearifan lokal seni, tadisi, dan kebudayaan Betawi ini meliputi 

menumbuh kembangkan dan meningkatkan partisipasi atau kesadaran dan 

kreativitas masyarakat yang masih belum berjalan dengan baik. Juga jalinan 

hubungan lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya 

pelestarian kebudayaan Betawi masih belum dimulai. Tetapi ada beberapa upaya 

yang dilakukan pemerintah kelurahan Rorotan untuk menerapkan keadilan dalam 

menumbuh kembangkan, seperti membuat kegiatan perlombaan marawis, 

memfasilitasi kegiatan pengajian rutinan, dan menggunakan gedung sasakrida 

dalam kegiatan yang berbau kesenian dan kebudayaan Betawi.  

Pemerintah Kelurahan Rorotan bekerja ekstra mengejar semua target yang 

telah diwacanakan dari hasil diskusi rapat pimpinan bulanan bersama. Seperti 

merumuskan dan menetapkan kebijakan serta startegi pelestarian kebudayaan 

Betawi yang berpedoman pada kebijakan nasional, serta menyelenggarakan 

pelestarian kebudayaan Betawi sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 

ditetapkan pemerintah, walau masih dalam proses penyuluhan dalam agenda-

agenda diskusi rutin bulanan, dan pemetaan strategis untuk terciptanya jangka 

panjang pelestarian itu tetap eksis dan berjalan.  

 

Kata Kunci: Peraturan Daerah DKI Jakarta, Pelestarian Kebudayaan Betawi, 

Kelurahan Rorotan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

   â‟       deng n titik di b w h  ح

 khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

  Żâl Ż żet  deng n titik di  t s ذ

 râ‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 âd   es (dengan titik di bawah)  ص

 âd   de (dengan titik di bawah)  ض

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan titik di bawah) ط

 â‟   zet (dengan titik dibawah)  ظ

 in „ koma terbalik (di atas) „ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء



vii 
 

 yâ‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :  

لنزّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهنّ

 

C. Ta’ Marbûţah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis  ikmah حكمة

 Ditulis „ill h علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain). 

2. Bil  diikuti deng n k t  s nd ng „ l‟ sert  b c  n kedu  itu terpis hh m k  

ditulis dengan h. 

ءكرامةالأوليا  Ditulis Karâmah al- uliyâ‟ 

 

3. Bil  t ‟ m rbûtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t 

atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiŝri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 

  ٙ  

 فعل

Fathah 

 

Ditulis 

ditulis 

A 

f ‟ l  

  ַ  

 ذكر

Kasrah 

 

Ditulis 

ditulis 

I 

Żukir  

  ٙ  Dammah Ditulis U 



viii 
 

 ditulis Y żh bu يذهب

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fathah + alif  

 فلا

Ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 
F th h + y ‟ m ti 

 تنسى
Ditulis 

ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

K sr h + y ‟ m ti 

 تفصيل
Ditulis 

ditulis 

Î 

T fṣîl 

4 
Dlammah + wawu mati 

 أصول
Ditulis 

ditulis 

Û 

Uṣ l 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
Fathah +  y ‟ m ti 

 الزهيلي
Ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 
Fatha + wawu mati 

 الدولة
Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis A‟ ntum أأنتم

 Ditulis U‟idd t أعدت

 Ditulis L ‟in syakartum لئنشكرتم

 

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bil  diikuti huruf qom riyy h ditulis deng n menggun k n huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur‟ân القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

 

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang 

mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 
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 ‟Ditulis As-Samâ السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمش

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

   Ditulis Ż wî  l-fur ذويالفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالسنة
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MOTTO 

TUKANG ABONG-ABONG(AN) 

1/ Pagi buta, uncang-ucang angge 

Di punggung bale, komat-kamit nyembur mantra kolomin bunga 

Kaga mau kerja--tapi ngebet kaya. Akhirnye pasrah, ngetokin pintu neraka. 

 

2/ Tengari bolong, ongkang-ongkang kaki 

Sembari ingah-ingih, ngimpiin perawan sugih. 

Sukar usaha, semangat judi. Besoknye ngeringkuk di dalem jeruji besi. 

 

3/ Sore megrib, gegares lan beberekan 

Di jero gubuk kontrakan, 

Sendirian nutupin lilin nyang gebar-gebor, sembari nungguin duit orang ilang nyang 

numpuk di atas nampan, sebab disedot ame babi celengan. 

 

4/ Malam gelap, pade ngeringkep di atas dipan 

Gawe anak main kuda-kudaan. Lupa sembahyang ampe liang Lahat. Di tutup tanah 

pake pengki tetelan. 

 

Jogjakarta, 10 Juni 17 

Bagas Mulyanto 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Jakarta merupakan kota metropolitan yang menjadi pusat kegiatan 

masyarakat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, selain fungsinya sebagai ibu 

kota Negara atau pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia. Jakarta juga 

sebagai pusat bisnis di wilayah Asia Tenggara. Dari dataset yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2003 sampai 2012, bahwa jumlah 

perusahaan dan tenaga asing di daerah DKI Jakarta termulai dari kisaran 2.699 

perusahaan pada tahun 2003 dengan tenaga asingnya mencapai 3.583 pria dan 

wanita. Lalu melonjak drastis mencapai 4.695 perusahaan pada tahun 2012 

dan tenaga asingnya dari pria dan wanita mencapai 5.475 orang.
1
 Dengan 

begitu menandakan banyak sekali manusia yang berbondong-bondong datang 

dari latar belakang yang berbeda dengan tujuan mengadu nasib mencari 

kemapanan hidup. Hal ini disebabkan tidak bukan karena Jakarta sebagai 

daerah yang mempunyai fungsi strategis untuk menjalankan roda 

prekonomian, selain itu juga sekaligus sebagai daerah yang mempunyai 

banyak komplektisitas permasalahan yang harus segera diselesaikan. Korelasi 

                                                           
1
 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, “Jumlah Perusahaan Dan Tenaga Kerja 

Asing DKI Jakarta”, One Data Indonesia, diakses dari 

http://data.go.id/dataset/jumlah-perusahaan-dan-tenaga-kerja-asing-2003-2011, pada 

tanggal 22 Oktober 2016 pukul  11.49. 

http://data.go.id/dataset/jumlah-perusahaan-dan-tenaga-kerja-asing-2003-2011
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ini di lihat karena kondisi dan tekanan jakarta, seperti penduduk yang padat, 

udara yang panas, biaya hidup yang mahal, dan jalanan yang super macet. 

Lalu juga fenomena sosial yang memperlihatkan strata kesenjangan ekonomi 

yang jomplang, terbukti dengan banyaknya rumah yang bak istana dan 

berbanding dengan adanya rumah yang terbuat dari kardus. Lalu ada yang 

memakai baju  branded yang harganya jutaan dan ada yang memakai baju 

imitasi yang harganya puluhan. 

Sebagai kota besar yang metropolis, Jakarta dihuni oleh berbagai macam 

suku, etnis, dan agama. Hal ini menunjukkan masyarakat DKI Jakarta 

merupakan masyarakat yang majemuk (heterogen) atau sebagai miniatur 

Negara Indonesia yang mempunyai berbagaimacama perbedaan, mulai dari 

aspek agama dan kepercayaan, etnis (suku), budaya, ekonomi dan sebagainya.  

Dari aspek etnisitas, suku dan kebudayaan, masyarakat asli Jakarta yang 

biasa disebut dengan masyarakat Betawi, memiliki ciri khusus dalam 

bersosial.  Semisal dialek dan gaya bicara yang spontan dan apa adanya (blak-

blakan)
2
, juga tergolong masyarakat yang religius dengan memegang kuat 

paham agama yang mereka anut, maksudnya paham agama Islam tradisional 

yang diturunkan oleh ulama-ulama Betawi sebagai patokan dasar untuk 

                                                           
2
 Emot Taendifitia, Syamsyudin Mustafa dan Atmanani R, Seni Budaya Betawi, 

Gado-Gado Betawi, (Jakarta: PT Grasindo, 1996)., hlm. 32. 
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berpacu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tetapi walau begitu 

masyarakat Betawi tetap menghormati adanya pluralisme.  

Selain itu dewasa ini mata pencaharian dan sistem kekeluargaan 

masyarakat Betawi lebih mendekati semangat kewirausahaan dengan 

mengandalkan tempat sisah yang ada di sekitar rumah untuk dijadikan tempat 

berdagang. Dibandinkan dahulu, masyarakat Betawi lebih memilih untuk 

bertani sebab tanah lapang yang digarap untuk dijadikan sebagai sawah masih 

ruwah dan banyak. Mungkin juga sebagai salah satu bukti bahwa masyarakat 

Betawi itu masyarakat yang terapliasi dari daerahnya sendiri. Lalu sistem 

kekeluargaan masyarakat Betawi adalah sistem parental, yang dimana garis 

keturunan orang tua tidak terlalu dipermasalahkan. Sedangkan tradisi adat-

istiadat masyarakat Betawi semuanya bernafaskan Islami, maksudnya sangat 

besar peran Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik secara ritual 

rutinitas ibadah maupun ritual rutinitas sosial kemasyarakatan.  

Dari semua kegiatan tradisi yang disebutkan itu tidak semua masyarakat 

Betawi yang tersebar di DKI Jakarta masih menjalankannya, hanya segelintir 

masyarakat yang diperhatikan khusus oleh pemerintah. Seperti halnya di Setu 

Babakan yang beralamatkan di Jalan Kahfi II, Setu Babakan, Srengseng 

Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
3
 Berbalik sekali halnya dengan kampung 

                                                           
3
 Tangguh Sepria Riang, “Cagar Budaya Betawi Bernuansa Alam Di Selatan 

Jakarta, Setu Babakan Jagakarsa Jakarta Selatan”, di akses pada 
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Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang secara presentase 

kependudukannya didominasikan oleh orang-orang Betawi bukan orang 

pendatang. Tetapi masyarakat Betawi di daerah itu yang menjadi masyarakat 

inti belum mendapatkan haknya secara penuh dan menyeluruh.  

Fakta hari ini, belum terlihat upaya maksimal terhadap pelestarian seni 

budaya Betawi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti misalnya 

Dewan Kesenian Jakarta tidak nampak peduli terhadap seniman dan 

budayawan yang berkarya di daerah Rorotan, puluhan sanggar seni Betawi 

yang ada di Rorotan tidak berkembang bahkan mati, tanpa ada penganyoman 

dari pemerintah dan tidak pernah ada kegiatan seremonial seni budaya Betawi. 

Padahal sudah ada Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayan 

Betawi yang di resmikan oleh DPRD DKI Jakarta, pada tanggal 18 Agustus 

2015 yang terdiri dari 10 bab dan 49 pasal, yang bertujuan agar mampu 

menjaga dan melestarikan kebudayaan Betawi juga sebagai kepastian hukum 

dan unsur penting yang mendasar dari kecintaan terhadap warisan nenek 

moyang. Lalu kewenangan dan otoritas pemerintah sebenaranya lebih 

mempunyai peran aktif dalam menumbuh kembangkan kebudayaan Betawi 

dan meningkatkan kesadaran masyarakatan Jakarta umumnya terhadap 

pelestarian kebudayaan Betawi.
4
 Dengan cara mencipkan kebijakan untuk 

                                                                                                                                                                      
htt://megapolitan.kompas.com/read/2015/04/28/06170061/Cagar.Budaya. 

Betawi.Bernuasa.Alam.di.Selata.Jakarta,  pada tanggal 22 Oktober 2016 pukul 12.15. 
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melakukan sebuah pembinaan, pengawasan, pelaksanaan kegiatan, 

penyelenggaraan pelestarian budaya Betawi. Namun sekali lagi semangat baik 

pemerintah daerah DKI Jakarta hanya sebatas bentuk legalitas saja tanpa ada 

peran aktif juga pengaplikasian yang matang. 

Jika dikaji dari tinjauan Al-a’dalah perihal Perda DKI Jakarta No. 4 

Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Belum adanya kepastian 

untuk menunaikan amanat keadilan yang nyata dan menetapkan hukum secara 

menyeluruh. Karena dalam nilai-nilai dassar Al-a’dalah yang mengajarkan 

pada manusia untuk mencapai kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat 

dengan berpegangan teguh pada Al Qur’an dan As Sunnah sebagai sumber 

vertikal dan manusia sebagai sumber orizontal. Menegaskan seperti halnya 

yang ada di dalam kitab suci Al Qur’an al- karim, yang memastikan kemajuan 

persatuan dan kesatuan ummat yang paling utama, sebagaimana tertuang 

dalam (QS. An Nisa’ :58). 

 إن الله يأمركم أن تؤدو الأمىت إلى أهلها وإذحكمتم

بيه الىاس أوتحكمىا بالعدل, إن الله وعما يعظكم به, إن الله كان سميعا بصيرا
5

 

Menurut Abdullah Wahab Khallaf mendefinisikan Siyasah sebagai 

sebuah perundang-undangan yang diletakkan untuk memelihara ketertiban 

dan kemaslahatan serta mengatur keadilan. Dari sinilah kita bisa pahami 

                                                           
5
 QS. An Nisa (4):58., hlm. 87  
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bahwa korelasi analisis  Al-a’dalah terhadap peran aktif pemerintah daerah 

DKI Jakarta, dalam pengaplikasian penerapan perundang-undangan daerah 

yang termaktub dalam perda No. 4 Tahun 2015 tentang pelestarian 

kebudayaan Betawi masih belum maslahah. Sebab semangat A’dl  tidak jauh 

dari tujuan yang dicapai melalui proses pengendalian, dan cara pengendalian 

yang menuju tujuan tersebut. 

Menurut Ahmad Fathi Bahatsi bahwa, pengurusan kemaslahatan ummat 

harus sesuai dengan Syara’. Maksudnya, menurut kitab Ibnu Aqil 

sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qoyyim, keadilan dalam siyasah adalah segala 

perbuatan yang membawa manusia semakin dekat kepada kemaslahatan dan 

lebih mengantisifasi dari kemafsadahan, walaupun Rasulullah tidak 

menetapkan dan Allah tidak mewahyukan. Berarti secara tidak langsung 

dalam sebuah tinjauan Al-a’dalah  tidak hanya melaksanakan fungsi 

pelayanan dengan khidmat yang berupa memberikan sebuah kebijakan dan 

legitimasi hukum, tetapi juga pada saat yang sama mengadakan fungsi 

pengarahan yang berupa ishlah. Pengaplikasian pada masyarakat yang nyata. 

(Ali Syariati : Imamah dan Umamah). 

 Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penyusun tertarik untuk 

menelaah lebih lanjut, menelusuri lebih dalam dan mengkaji lebih telitih 

mengenai peran Pemerintah Daerah DKI Jakarta terhadap implementasi 

kearifan lokal yang bertuju pada seni, tradisi dan kebudayaan Betawi. Melalui 
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potret kajian teori Al-a’dalah terhadap Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang 

“Pelestarian Kebudyaan Betawi”, yang nantinya akan disajikan dengan 

argumentasi implikasi masyarakat Betawi terhadap perkembangan dan 

pemberdayaan Betawi. Sehingga diharapakan penelitian ini mampu  

menjawab problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Betawi. 

Sebab hal ini penting untuk melindungi kelestarian seni, tradisi dan 

kebudayan warisan nenek moyang masyarakat Betawi.  

 

B. Pokok Masalah   

Sebagai upaya mempertegas masalah yang dibahas dan berdasarkan latar 

belakang masalah yang ditulis, maka peneliti memfokuskan penelitian ini 

pada icon penting mengenai masalah sebagai berikut:  

1. Bagaiman teori Al-a’dalah  memandang persoalan Perda DKI Jakarta No 

4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi pada masyarakat 

Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing Kota Madya Jakarta Utara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka dapat dipaparkan dengan 

gamblang bahwa penelitian skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

tentang Peran Pemerintah DKI Jakarta Terhadap Kearifan Lokal mengenai 
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seni, tradisi, dan budaya Betawi melalui tinjauan Al-a’dalah terhadap 

peraturan daerah DKI Jakarta No. 4 Tahun 2015, yang sebagaimana 

penerapannya ada pada masyarakat pinggiran kota Jakarta daerah Rorotan, 

Kecamatan Cilincing, Kota Madya Jakarta Utara yang meliputi: 

1. Peran Pemda DKI Jakarta dalam implementasi pemberdayakan kearifan 

lokal seni, tadisi, dan budaya Betawi dalam Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 

2015  pada masyarakat Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing Kota 

Madya Jakarta Utara. 

2. Tinjauan teori Al-a’dalah terhadap peran Pemda DKI Jakarta dalam 

penerapan Perda No 4 Tahun 2015 pada masyarakat Kelurahan Rorotan, 

Kecamatan Cilincing Kota Madya Jakarta utara. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini mengandung dua sisi kemanfaatan 

yang dapat diambil, antaralain yaitu kegunaan yang bersifat teoritik dan 

kegunaan yang bersifat praktik: 

1. Kegunaan Teoritik 

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan mempunyai beberapan 

manfaat yang dapat dijadikan sebagai pemacu refleksi akademi dan 

pengembangan intelektual, yaitu sebagai berikut: 
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a. Memberikan kontribusi pemikiran tentang sebuah konsep keadilan 

dalam pemahaman analisis peraturan daerah yang menekankan 

kearifan lokal budaya daerah. 

b. Sebagai tambahan refrensi, pisau analisis dan atau khazanan kajian Al-

a’dalah  dalam Islam. 

c. Memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep Al-a’dalah dalam 

mengaji peraturan daerah DKI Jakarta, sehingga tercapainya 

pemahaman bahwa Islam adalah Agama yang dinamis dan selalu 

relevan di setiap kondisi keadaan, waktu dan zaman serta mencakup 

seluruh lini kehidupan manusia, dan menunjukkan sisi Islam yang 

Rahmatan Lil’alamin
6
. 

2. Kegunaan Praktik  

Secara praktik, penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat 

yang dirasakan oleh masyarakat luas, sebagai berikut: 

                                                           
6
 Firman Allah SWT (QS. Al- Anbiya :107). Makna dalam ayat itu secara 

tegas dikaitkan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Allah SWT tidaklah 

menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, kecuali karena kerasulan beliau 

menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena ummat manusia menerima rahmat 

tersebut berbeda-beda. Ada yang menerima dengan sempurna, dan ada pula yang 

menerima rahmat secara tidak sempurna. Ibnu Abbbas Radhiyallahu’anhuma, 

sahabat nabi yang pakar dalamilmu tafsir menyatakan: “Orang yang beriman 

kepada Nabi Muhammad SAW, maka akan menerima rahmat Allah dengan 

sempurna di dunia dan akhirat. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Nabi 

Muhammad SAW, maka akan diselamatkan dari azab yang ditimpahkan kepada 

ummat-ummat terdahulu ketika masih di dunia seperti dirubah menjadi hewan 

atau dilemparkan batu dari langit”. Demikian penafsiran yang dinilai paling kuat 

oleh Al Hafidz Jalaluddin Al Suyuthi dalam tafsirnya, Al Durr al Mantsur., hlm. 

123.  
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a. Memberikan informasi ilmiah kepada masyarakatat baik ummat Islam 

maupun non Islam, yang berada di daerah Kelurahan Rorotan, 

Kecamatan Cilincing, Kota madya Jakarta Utara khususnya atau 

masyarakat secara umum yang berada di luar DKI Jakarta. Dengan 

beberapa analogi yang general bahwasanya Indonesia pada khususnya 

sebagai Negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia dan ummat  

Islam di dunia tidak hanya lebih mengetahui cara pelaksanaan hukum 

Islam saja. Tetapi juga sebagai tolak ukur konsepsi pelaksanaan seni, 

tradisi, dan budaya untuk mengkreasikan kearifan lokal yang 

diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun. 

b. Memberikan tambahan informasi tentang teori Al-a’dalah dengan 

mengesampingkan sudut pandang yang kaku atau kolot atas 

implementasi pemerintah dalam penerapan peraturan daerah. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Setiap usulan, laporan atau penelitian selalu disediakan sub-bab tinjauan 

pustaka, atau bisa disebut juga dengan studi literatur atau studi kepustakaan. 

Sebab, hal ini merupakan sebuah keharusan dalam setiap karya ilmiah, karena 

tinjauan pustaka adalah hal yang sangat penting dari sebuah proposal 

penelitian untuk mengungkapkan pemikiran atau teori-teori yang melandasi 

dilakukannya sebuah penelitian.  
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Teori yang disajikan pada tinjauan pustaka biasanya menerangkan 

hubungan antara konsep yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. 

Konsep-konsep tersebut kemudian akan dipaparkan dan dijabarkan menjadi 

variabel-variabel dalam penelitian. Oleh karena itu, biasanya peneliti 

mengkaitkan permasalahan atau variabel penelitian dari peneliti-peneliti 

sebelumnya, peneliti juga dapat membandingkan karya-karya penelitian 

terdahulu, sebagai patokan atau pembanding penyusunan penelitian. Peneliti 

dapat mencari dengan cara membaca dan mendengar laporan-laporan 

penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Dengan cara ini maka akan mengembangkan 

pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian 

yang pernah dilakukan dalam suatu topik.   

Setelah penyusun membaca, menelaah, mendengar dan mencari tentang 

kajian Al-a’dalah yang kaitannya dengan Fiqih Siyasah yang membahas 

peraturan perundang-undangan, penyusun menemukan beberapa kesimpulan, 

bahwa kajian tentang Al-a’dalah dengan Fiqih Siyasah yang meninjau 

peraturan daerah ini telah banyak yang mengupas dari berbagai kalangan 

akdemisi maupun non-akademisi. Berbagai macam fokus kajian yang 

dilakukan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dalam tinjauan Al-

a’dalah dari Fiqih Siyasah menjadikan penyusun membagi dalam dua 

perspektif. Pertama, persfektif yuridis. Melalui perspektif ini, pisau analisis 
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Al-a’dalah Fiqih Siyasah lebih menekankan keharusan penerapan yang nyata 

dalam  peraturan perundang-undangan. Kedua, perspektif non-yuridis. 

Perspektif ini, menjadikan analisis Al-a’dalah yang menekankan  fiqih 

Siyasah untuk mencari sebuah jalan keluar atau kunci pembuka pintu dari 

permasalahan yang terjadi. 

Berdasarakan penelusuran penyusun, ada beberapa karya ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang membahas tentang Al-a’dalah fiqih Siyasah sebagai 

tinjauan analisis peraturan daerah, yaitu karangan Sumhari dengan judul 

“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sistem Pemilu Proposional Terbuka Dalam 

Penguatan Keanggotaan DPR RI”
7
. Skripsi ini membahas tentang Undang-

Undang pemilu No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan anggota dewan 

perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat 

daerah. Yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan pemilu untuk 

memilih anggota, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

dilaksanakan dengan sistem proposional terbuka. Seperti halnya dalam Fiqih 

Siyasah yang menganjurkan jalan ke-Islaman untuk mengangkat atau memilih 

Abu Bakar melalui pemilihan dalam satu musyawarah terbuka, terutama oleh 

lima tokoh yang mewakili semua unsur utama dari masyarakat Islam pada 

waktu itu,  yakni Muhajirin dan Ansar, baik dari suku Khazraj maupun dari 

                                                           
7
 Sumhari “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadapa Sistem Pemilu Proposional 

Terbuka Dalam Penguatan Keanggotaan DPR RI” Skripsi Fakultas Syari’ah, Jurusan 

Siyasah Jinayah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya (2009).  
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suku Aus. Meskipun karena keadaan yang mendesak banyak tokoh-tokoh 

masyarakat yang lain tidak dikutsertakan dalam perundingan itu.  

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Robin Darmendra “Pelaksanaan 

Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar 

Utara (Tinjauan  Fiqih Siyasah)” 
8
. Skripsi ini mengulas tentang pelaksanaan 

otonomi daerah pada pemerintahan Desa Sungai Tonang secara umum sudah 

cuku baik, dilihat dari aspek komunikasi internal, tertib administrasi 

penyelenggaraan otonomi, kerjasama antara aparatur dengan masyarakat dan 

kredibitas aparatur. Tetapi dari aspek transparansi dalam penyaluran berbagai 

bantuan untuk masyarakat desa kurang baik. Badan Permusyawaratan Desa 

telah melaksanakan perannya dalam pengawasan terhadap pelaksanaan 

otonomi daerah terhadap pemerintah desa sungai tonang dilihat dari aspek 

kearifan anggota, peran pengawasan pemerintah desa, keikutsertaan dalam 

pembahasan pembangunan desa. Hanya dalam pengawasan penggunaan 

APBDes kurang baik terutama dalam hal penyaluran bantuan oleh pemerintah 

desa. Atas prinsip pelaksana kemaslahatan ummat seperti tertuan dalam 

konsep  Fiqih Siyasah berarti belum berjalan dengan baik dan benar, dari 

                                                           
8
 Robin Darmendra “Pelaksanaan Otonomi Daeraha Pada Pemerintahan Desa 

Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara (Tinjauan Fiqih Siyasah)” Skripsi Fakultas 

Syari’ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau (2010). 
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penyaluran bantuan yang belum transparan sebagai bentuk dari ketidak 

maslahatannya. 

Lalu selanjutnya skripsi yang disusun oleh M. Nasir Agustiawan yang 

berjudul “Peraturan Daerah Bernuansa Agama Di Indonesia Perspektif Fiqih 

Siyasah”
9
 . Membahas tentang Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan 

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang 

melatarbelakangi dampak keluarnya peraturan daerah yang bernuansa agama 

di Indonesia. Sebab sebagai negar yang hetrogen Indonesia mempunyai 

beberapa agama dan keyakinan yang di akui dan agama juga keyakina itu 

memiliki epgangan kitab suci, di dalamnya mengatur ajaran-ajaran tatanan 

sosial kehidupan manusia secara umum untuk dan pemeluknya secara khusus. 

Sehingga menjadikan daerah yang bermayoritas Agama Islam seperti Aceh 

membuat Perda dengan ke-Islamannya, Daerah yang bermayoritas kristen 

seperti Papua Barat membuat perda sesuai ciri khas daerahnya dengan 

mengambil Injil sebagai dasar perdanya, dan di Bali sebagai daerah yang 

bermayoritas Hindu mendasarkan pembuatan perdanya dengan ajaran Hindu. 

Adanya dinamika otonomi tersebuat membuat Fiqih Siyasah mengambil jalan 

kemaslahatan yang sesuai dengan Surah Al Maidah:6 dan An Nisa”:105, 

menjelaskan prinsif Fiqih Siyasah dalam penegakkan kepastian hukum yang 

                                                           
9
 M. Nasir Agustiawan “Peraturan Daerah Bernuansa Agama Di Indonesia 

Perspektif Fiqih Siyasah” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Jinayah 

Siyasah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2011). 
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tidak diskriminatif dan berat sebalah sehingga dapat menimbulkan perpecahan 

antara kerukunan umat beragama. Seperti prinsip hak kebersamaan beragama, 

toleransi atas agama dan hubungan anatara pemeluk agama. 

Berbeda halnya dengan skripsi yang ditulis oleh Abdul Khakim “Tinjaun 

Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penggantian Antara Waktu (Paw) 

Anggota DPRD PKB Pemkot Mojokerto Priode 2004-2009”
10

. Bahwa proses 

penggantian yang terjadi di DPRD PKB menginginkan kadernya yang duduk 

dijajarkan pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tidak bertentangan 

dengan AD/ART PKB dan Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 

2004 yang disebabkan oleh perpindahan parta dari PKB ke PKNU dan PPP 

merupka hal yang biasa terjadi karena dalam sejarah politik Islam tindakan 

pemecatan yang dilakukan oleh seorang khalifah dikarenakan orang itu tidak 

memiliki loyalitas yang tinggi terhadapnya. Selain itu juga bahwa mekanisme 

prosedural pergantian antara waktu (Paw) tersebut, keputusan diambil tidak 

sewenang-wenang oleh jajaran pimpinan PKB kota Mojokerto, melalui 

musyawarah mufakat. Hal ini seperti yang dilakukan oleh lembaga Ahl Al 

halul Wa Al Aqdhi yang ada pada massa Umar, Khulafa Ar-rosyidin, Bani 

Umyyah, dan Bani Abbasiyah.     

                                                           
10

 Abdul Khakim “Tinajauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penggantian 

Antara Waktu (Paw) Anggota DPRD PKB Pemkot Mojokerto Priode 2004-2009” 

Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Jurusan Siyasah Jinayah, Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel. Surabaya (2010). 
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Seadangkan skripsi tulisannya Azmil Mukarrom “Tinjauan Fiqih Siyasah 

Terhadap Fit And Propertest Oleh DPR RI Dalam Pengangkatan Penjabata 

Publik: Studi Analisis Undang-undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan 

Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, Dan Kep. DPR RI No. 08/DPR 

RI/I /2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI”
11

. Menganalisi tentang 

mekanisme fit and propertest untuk mengetahui secara jelas mengenai 

kemaslahatan dan kemudaratan yang ada pada mekanisme itu, dengan kaca 

mata Fiqih Siyasah  maka akan dimengerti adanya proses fit and propertest ini 

adalah sebuah kemaslahatan atau kemudlaratan. 

Selain pustaka yang dituliskan oleh penyusun, tentu masih banyak sekali 

karya-karya akademik maupun non- akademik seperti di surat kabar, media 

elektronik maupun media informasi lainnya yang membahas tentang kajian 

Fiqih Siyasah atau Siyasah Syar’iyyah  terhadap peraturan daerah. Maka hal 

yang dijadikan pembeda dari ulasan-ulasan tentang peraturan daerah ini ialah, 

penyusun memfokuskan kajian Fiqih Siyasah atau Siyasah Syar’iyyah 

mengenai kearifan lokal, warisan nenek moyang, seni, tradisi, dan kebudyaan 

Betawi yang berada di kampung Rorotan, kecamatan Cilincing, kota madya 

Jakarta Utara, melalui sudut pandang kemaslahatan Umat atau biasa di sebut 

                                                           
11

 Azmil Mukarrom “Tinjauan Fiqih siyasah Terhadap Fit And Propertest Oleh 

DPR RI Dalam pengangkatan Penjabat Publik: Studi Analisis Undang-Undang No. 

22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, Dan 

Kep. DPR RI No 08/DPR/RI/I/2005.2006 Tentang Tata Tertib DPR RI” Skripsi 

Fakultas Syaria’ah Dan Hukum, Jurusn Siyasah Jinayah, Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel. Surabaya. 2009. 
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dengan Maslahatu Al Akhwal Fil Baladiyyah, sehingga nanti akan 

menemukan korelasi yang menjadi identitas dan diskursus tersendiri bagi 

pemerintah daerah DKI Jakarta pada masyarakat Betawi pinggiran.  

F. Kerangka Teoretik 

Kerangka teori adalah hal yang sangat penting, dalam sebuah peneilitian 

karya ilmiah (skripsi). Karena kerangka teori sebagai dasar pemikiran yang 

akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan di sorot juga dapat 

membantu seorang penyusun untuk menentukan tujuan dan arah penelitian
12

. 

Dalam sebuah kerangka teori terdapat teori-teori yang relevan untuk 

menjelaskan masalah yang sedang diteliti, selain itu menentukan arah 

selanjutnya dengan jelas dan konsisten. 

Pada penelitian ini, penyusun mencoba menggunakan teori Al-a’dalah 

sebagai dasar pisau analisis dalam menanggapi persoalan yang terjadi pada 

pemerintah daerah DKI Jakarta mengenai Perda No. 4 tahun 2015 tentang 

Pelestarian Kebudayaan Betawi, yang belum secara menyeluruh 

pemberdayaan perda ini dirasakan oleh masyarakat pinggiran Jakarta, yaitu 

masyarakat kampung Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Madya Jakarta 

Utara. Dengan menggunakan teori Al-a’dalah maka pembaca akan bisa lebih 

memahami tentang ketentuan menjadi manusia di dalam sebuah lingkungan 

                                                           
12

 H. Nawawi, Metode Penelitian Bidang sosial, (Gajah Mada University Press, 

Yogyakarta, 1995)., hlm. 39-40.    
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hidup, juga peraturan yang bersumber dari lingkungan tersebut, meliputi 

pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia, warisan budaya, dan 

sebuah tujuan untuk menggapai kebahagiaan bersama. 

Mengawali penjelasan teori Al-a’dalah, penyusun akan memaparkan 

secara lengkap sebuah pengertian definisi, pandangan para ahli dan bagian-

bagiannya serta ruanglingkup Al-a’dalah.  

Terdapat beberapa pengertian keadilan. Adil secara etimologi yaitu suatu 

kalimat yang diambil dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata “a’dl” yang 

berarti lurus, tidak berat sebelah, kepatuhan dan kandungan yang sama
13

, atau 

dapat dimaknai dengan menyamakan sesuatu dengan yang lainnya (al-

musawah)
14

. Penekanan kata Al-a’dalah berarti lawan kata dari 

menyimpang
15

. Dalam kamus bahasa Arab, Al-a’dalah pada mulanya berarti 

“sama” yang sering kali dikaitkan dalam hal-hal yang sifatnya immaterial.Adil 

juga dapat mengandung pengertian yang lebih umum, seperti “selalu 

beristiqomah dalam kebenaran”
16

. Jadi Al-a’dalah atau dalam bahasa 

Indonesia adil adalah perbuatan yang berpijak dan berpihak pada kebenaran 

                                                           
13

  Rifyal Ka’bah, Ibid., hlm 82.  

 
14

  Ensklopedi Hukum Islam, Jilid, 2000, (Jakarta: PT Khatiar Baru Van Heove), 

hlm. 25. 

 
15

  At-Tahir Ahmad as-zawi, Tartibul Qamus al-Muhid, 2006, (al-Mamlakah al-

Arabiyyah as-Su’udiyyah: Darul Kitab), hlm 171. 

 
16

  Ahmad Dimyati, Adil Dalam Pemikiran, hidayatullah.com, hlm. 4.  
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serta tidak sewenang-wenang dalam melakukan tindakan. Hal ini dapat 

dikaitkan dalam implementasi pelestarian kebudayaan Betawi yang dilakukan 

oleh Pemprov DKI Jakarta dalam Perda No 4 Tahun 2015.  

Adapun secara epistimologi  atau istilah, Al-a’dalah atau adil adalah 

mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari 

segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak 

berbeda satu sama lain. Juga Al-a’dalah atau adil berkaitan dengan 

kepihakkannya pada kebenaran
17

.  

Al-Jurjani dalam al-Ta’rifatnya menyebutkan adil itu sebuah kondisi di 

antara ifrat dan tafrit (seimbang). Bagi sebagian ulama Fiqih, Al-a’dalah 

dapat bermakna menjauhi diri dari dosa-dosa besar; tidak selalu melakukan 

dosa-dosa kecil; perbuatan yang lebih banyaknya benar; dan meninggalkan 

perbuatan-perbuatan murahan yang dapat menurunkan derajat moral ajaran 

Islam. Bahkan secara syariat Al-a’dalah merupakan sebuah perbuatan yang 

mengkondisiakan diri dalam melakukan sesuatu hal dengan istiqomah yang 

benar (haq) dengan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci agama 

(Syariat)
18

.   
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 Ensklopedi Hukum Islam, Ibid., hlm. 25. 

   
18

 Ahmad Dimyati, Ibid., hlm. 6.  
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Berbeda dengan pengertian keadilan dalam persfektif Barat yang hanya 

bertumpu pada rasio (akal)
19

. Hobbes mengemukakan bahwa keadilan adalah 

perjanjian yang dibuat kemudian di ingkari, itulah ketidakadilan. Demikian 

juga sama halnya dengan Nietshe yang memahami keadilan sebagai 

kebenaran yang diakui kuat, Hume menyatakan keadilan adalah “sesuatu 

kebaikan palsu”. Sedangkan Stoa berpendapat bahwa keadilan adalah, 

“menyamakan semua manusia”. Hal senada juga diulungkan oleh bapak 

filosof Barat yaitu Plato, bahwa keadilan adalah “mensejajarkan semua 

orang”. Sementara Dewey mendefinisikan bahwa keadilan adalah “kebaikan 

yang di anggap kebaikan dan tidak dapat di rubah, bahkan persaingan adalah 

wajar dan adil dalam kapitalisme kompetitif individualistik
20

. Dari berbagai 

macam pernaytaan tersebut terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam 

mengukur standarisasi sebuah keadilan. Hal ini disebabkansebab tidak adanya 

tolak ukur/standarisasi dalam mengupas keadilan dari berbagai aspek kasusu 

                                                           

19
 Barat (Eropa) sangat menggunakan akal karena sesuai dengan (natural law) 

hukum alam yang mereka anut. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Cicareto “hal itu 

karena akal selaran dengan alam, bagaimana alam memiliki penalaran sendiri. Akal 

manusia dan alam sendiri keluar dari kekauatan yang paling tinggi, yaitu kekuasaan 

Tuhan yang paling tinggi. Dengan demikian, hukum alam itu memiliki sifat-sifat 

kesempurnaan, universal tetap (permanent), dan kekal”. Lebih lanjut ia mengatakan 

bahwa manusia dan Tuhan berserikat dalam satu anggota tubuh yaitu akal. Maka setiap 

akal manusia selalu akan menjadi bagian akal universal (Al-aqli al-qulli). Dan 

pemanfaatan akal secara benar akan melahirkan sebuah undang-undang yang harus 

sesuai dengan alam satu sisi dan alam ke-Tuhanan disisi yang lain. 

 
20

 Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran 

Orientalis,1991,(Yogyakarta: Tiara Wacana), hlm. 79. 
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untuk menjadi sebuah landasan yang mutlak sebagai pegangan analisi, kecuali 

dengan asas-asas atau dasar-dasar agama yang dapat mengupas keadilan 

menggunakan standarisasi mutlak. 

Sementara dalam tradisi Islam meskipun terdapat beragam makna 

keadilan akan tetapi tetap terdapat benang merah yang menyatukannya. 

Seperti halnya diungkapkan di dalam Al Qur’an, setidaknya terdapat tiga kata 

yang memiliki makna sepadan dengan Al-a’dalah
21

, yaitu kalimat al-a’dl
22

, 

al-qisth
23

, dan  al-mizan
24

.   

Pertama, Al-a’dalah yang diambil dari kalimat aslinya yaitu “al-a’dl” 

yang artinya “sama”, yang dalam pandangan Aristoteles adalah keadilan 

numeric
25

. Yaitu perlakuan yang sama atau tidak  membedakan antara yang 

satu dengan yang lain
26

. Kesamaan yang menyangkut dari persamaan hak, 

perlindungan atas kekerasan, kesempatan dalam pendidikan atau berkarya, 

pelaung mendapatkan kekuasaan, memperoleh pendapatan, menerima 

kesejahteraan dan kemakmuran. Juga persamaan hak dalam hak, kedudukan 

                                                           
21

 M.Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 164.   

 
22

 Q.S. an-Nahl, 16: 90. 

 
23

 Q.S. al-A’raf, 7: 29. 

 
24

 Q.S. al-A’raf, 7: 29. 

 
25

 Ahmad Zaenal Fanani, Ibid., hlm. 3.  

 
26

 Ibid, hlm. 152.  
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dalam proses dimuka hukum
27

 tanpa memandang ras, kelompok, kedudukan 

atau jabatan, kerabat, kaya atau miskin, orang yang disukai atau di benci 

sampai terhadap musuh sekalipun
28

. 

Kedua, al-qisth yang artinya adalah “bagian” (yang wajar dan patut) atau 

“equity” (kewajaran), dan “justice”(keadilan).  Dari kedua kata tersebut adil 

memiliki arti “seimbang” atau proposional. Maksudnya seimbang disini itu 

tidak selalu sama antara dua pihak tersebut secara kuantitatif, tapi lebih 

kepada profesional dan proporsional.
29

. dalam Al-Qur’an Allah memberikan 

petunjuk yang membedakan antara perempuan dan laki=laki dalam hal 

warisan dan persakitan. Hal ini bila ditinjau dari sudut pandang Al-a’dalah 

bisa dipahami dari sudut pandang keseimbangan, bukan persamaan
30

. Yaitu 

meberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan 

prestasinya
31

.  

Dengan demikian teori Al-a’dalah atau adil memiliki makna “sama” yang 

jika persamaan itu dijabarkan dalam makna tersebut berarti sesuai dengan 

                                                           
 

27
 Dhiauddin Rais, Ibid., hlm. 269.  

 
28

 Q.S. al-Maidah, 4: 8.  

 
29

 Ahmad Dimyati, Adil Dalam Pemikiran, hidayatullah.com, hlm. 1. 

  
30

 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an,Ibid., hlm. 154. 

 
31

 Ahmad Zaenal Fanani. Ibid,. hlm. 3. 
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porsinya masing-masing, sehingga Al-a’dalah  atau adil juga dapat diartikan 

memberi hak-hak atas apa yang menjadi haknya.  

 

G. Metode Penelitian  

Penelitian yang dijadikan sebagai dasar dalam sebuah metode penelitian 

yang  dilaksanakan oleh penyusun dalam memulai penelitiannya adalah 

memahami suatu prosedur yang sistematik berdasarkan prinsif dan teknik 

ilmiah yang dipakai untuk mencapai sebuah hasil tujuan penelitian. Adapun 

metode yang dipakai oleh penyusun skripsi ini yaitu: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian field reserch atau penelitian 

lapangan. Dengan cara berusaha memperoleh data dengan melakukan 

pengamatan langsung ke tempat penelitian di kelurahan Rorotan, 

kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara, dan verifikasi yang 

menitik beratkan pada kewenangan pemerintah daerah DKI Jakarta 

terhadap seni, tradisi, dan budaya Betawi, juga pengujian atau tinjauan Al 

a’dalah pada pelaksanaan atau implementasi peraturan daerah yang 

dibuat oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang tertera pada perda No. 4 

Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. sehingga nanti akan 

menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat digeneralisasikan dengan 
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konteks waktu dan situasi juga analisis secara statis. Serta untuk 

menjawab permasalah yang memerlukan pemahaman secara mendalam 

dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, secara wajar dan 

alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan tanpa adanya manipulasi. 

Dengan melakukan pengamatan terhadap orang dan atau masyarakat 

dalam kehidupannya sehari-hari, berinteraksi dengan mereka, dan 

berupaya memahami bahasa serta tafsiran mereka tentang kehidupan 

masyarakat Betawi. 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian dalam skripsi ini menggunakan sifat deskriptif analitik, 

yang menerapkan metode pengumpulan data melalui interpretasi yang 

tepat, kritis, analistis, artinya metode menunjukkan adanya proses yang 

tepat untuk mengendifikasi masalah tentang peran pemerintah DKI Jakarta 

terhadap kearifan lokal, seperti seni, tradisi dan kebudayaan Betawi. 

Melalui metode Al-a’dalah terhadap perda No. 4 Tahun 2015 untuk 

menentukan pemecahan masalah. 

Metode ini juga ditunjukan untuk mempelajari permasalahan yang 

timbul di masyarakat dalam situasi tertentu, seperti hubungan masyarakat, 

kegiatan sifat, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan 
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pengaruhnya terhadap fenomena tertentu di masyarakat
32

. Selain itu dapat 

memberikan argumentasi ilmiah dan sebuah kesimpulan yang dibuat secara 

rasional berdasarkan bukti data-data yang tersedia. Lalu dengan obyektif 

dapat dicontoh oleh peneliti lain pada studi yang sama dengan kondisi yang 

sama atau berbeda. Dan bersifat empiris, artinya metode yang digunakan 

berdasarkan pada fakta di lapangan. 

3. Pendekatan Penelitian 

Sebuah penelitian dapat terjawab jika perumusan masalah sudah 

ditetapkan. Peneliti memilih pendekatan penelitian untuk disesuaikan 

dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian (rumusan 

masalah).  

Agar lebih fokus dan tidak terlalu luas cangkupan penelian ini, maka 

peneliti mengambil pendekatan penelian ini dengan pendekatan yuridis 

yang lebih menekankan pendekatan secara deskriptif-analisis dan 

korelasional-analisis pada Perda No. 4 Tahun 2015 tentang pelestarian 

kebudayaan Betawi, dengan mengacu pada studi kepustakaan dan data 

skunder yang ada
33

. Penyusun akan mengkaji lebih dalam terhadap 
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  “Bimbingan Gratis Untuk Semua,” http://www.bimbingan.org/pengertian-

pendekatan-deskriptif-analitis.htm, akses 20 Oktober 2016.  
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 Damar Surya, “Pengertian Tentang Hukum,” 

http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divisi-penelitian-metode-

dasar.html, akses 20 Oktober 2016. 
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kesesuaian penetapan dan pengaplikasian Perda No. 4 Tahun 2015 

tentang pelestarian kebudayaan Betawi di daerah kelurahan Rorotan, 

kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara. Dengan begitu penyusun 

mengharapkan dapat menggiring pembaca memahama situasi dan kondisi 

yang terjadi sebenarnya. Juga pembaca dapat mengerti sebuah hubungan 

antara dua variabel tersebut. Sebab pendekatan deskriptif-analisis itu 

lebih menggambarkan prilaku, pemikiran, juga perasaan suatu kelompok 

atau individu, yang kaitannnya pada halini adalah masyarakat Betawi 

yang ada di daerah Rorotan, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Lalu 

korelasional-analisis hanya lebih menanyakan sebuah korelasia antara 

pemerintah dan masyarakat Betawi. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam metode 

penelitian ini yaitu, sebagai berikut:  

a. Observasi 

 Cara yang paling bermanfaat dalam memperpadukan sistematik 

permaslahan yang terjadi di tengah masyarakat, dengan selektif 

mengamati dan  mendengarkan ketika interaksi dan menganalisis kritis 

fenomena yang sedang berkembang di lapangan. 

b. Wawancara  
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 Teknik Self Report yaitu menanyakan individu yang terkait mengenai 

informasi dan pengalaman yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk 

mengukur sejauh mana individu itu dalam melaporkan tentang 

perasaan mereka, kepercayaan, sikap, atau atribut lainnya.  

c. Dokumentasi  

 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data skunder yang 

berupa data yang diperoleh dari kelurahan Rorotan, kecamatan 

Cilincing, Jakarta Utara. Publikasi dari media massa, penelitian 

terdahulu, lporan dan catatan pribadi, dan buku-buku yang memiliki 

informasi terhadap perkembangan persoalan Betawi
34

. 

 

5. Pengolahan Data 

Pada pelaksaan pengolahan data metode kualitatif ini ialah, sebagai 

berikut: 

Kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengungkap gejala 

secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks secara apa adanya melalui 

pengumpulan data dari sumbernya langsung
35

. Disini penyusun akan 
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 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan dan 

penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010)., hlm. 250. 
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 Ahmad Tanzah, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta:Teras, 2011).,  

hlm. 64. 
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menjelaskan serta mengungkap segala bentuk problem yang menjadi kendala 

dari implementasi Perda No. 4 Tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan 

Betawi di kelurahan Rorotan, kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. 

Deskriptif, jenis penelitian yang menyajikan pemaparan lengkap serta 

gambaran khusus menganai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan fenomena 

yang sedang dikaji  secara sistematis, faktual, dan akurat. Lalu penyusun 

akan menghidangkan data penelitian sedetail mungkin secara apa adanya 

atau objektif tentang apa saja yang terjadi dan sebab-musabab masalah 

penerapan dan pengaplikasian Perda No. 4 Tahun 2015 tentang pelestarian 

kebudayaan Betawi di kelurahan Rorotan, kecamatan Cilincing, Jakarta 

Utara
36

. 

Induktif, tentang pola fikir yang mengawali penjelasan permasalahan 

khusus yang di akhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum 

dari publik
37

. Dalam penelitian ini penyusun akan meneliti tentang 

penerapan dan pengaplikasian kendala Perda No. 4 Tahun 2015 tentang 

pelestarian kebudayaan Betawi di kelurahan Rorotan, kecamatan Cilincing, 

Jakarta Utara, lalu menarik kesimpulan secara umum. 
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 Ibid., hlm. 5. 
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 Sukandae Rumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti 

Pemula, (Gajah Mada Universiti Press, Yogyakarta, 2012)., hlm. 38. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Pengklasifikasian karya ilmiah (skripsi) dengan tujuan sistemik, 

merupakan kewajiban dasar seorang penyusun atau penulis karya ilmiah 

tersebut, karena bertujuan agar pembaca mendapatkan hak-haknya dalam 

memahami sebuah permasalahan atau problematika yang terjadi, lalu dapat 

menyerap dengan baik informasi-informasi terbaru mengenai perkembangan 

ilmu intelektual, serta memahami alur kajian tersebut, sehingga nanti 

diharapkan pembaca dapat menggunakan karya ilmiah ini, sebagai tambahan 

refrensi pemikiran dan pengetahuan. 

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini, dibagi menjadi lima 

bab yang setiap bab-nya memliki sub-sub bab tersendiri. 

Seperti halnya bab pertama yang berisi tentang sebuah pendahuluan untuk 

mengantar pembahasan secara general atau global, dilanjutkan dengan latar 

belakang masalah yang merincikan sebuah bacground permaslahan, lalu ada 

rumusan masalah yang memfokuskan sebuah kajian dalam sebuah penelitian, 

selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan manfaat adanya 

penelitian, telaah pustaka yang membandingkan sebuah sudut pandang karya-

karya yang secara umum sama tetapi mempunyai cara pandanag yang 

berbeda, kerangka teori sebuah pisau analisis kajian, metode penelitian 

sebagai tuntunan cara meneliti penelitian yang baik, dan diakhiri dengan 
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sistematika pembahasan yang bertujuan untuk menggampangkan pemahaman 

pembaca dalam memahami skripsi ini  

Dilanjutkan dengan bab kedua yang berisi tentang pembahasan skripsi 

yang meliputi pengertian dan ruang lingkup teori Al-a’dalah, metode dan 

kaiidah Al-a’dalah , ke-general-an Etnis Betawi, sebagai pengantar penjelasan 

sub-bab yang nanti akan membahas tentang sejarah etnis Betawi, setelah 

mengerti tentang sejarahnya penysusun akan memaparkan  tentang seni, 

tradisi dan kebudayaan etnis Betawi sebagai bukti adanya warisan nenek 

moyang orang Betawi, dan dilanjutkan tentang pembahasan etnis Betawi 

tradisonal juga etnis Betawi modern sebagai pembeda perjalanan orang-orang 

Betawi. 

Lalu pada bab ketiga, penyusun memaparkan tentang gambaran umum 

Kelurahan Rorotan, pembahasan pemeritah DKI Jakarta yang ada di dalam 

sub-bab-nya yaitu, otoritas dan kewenangannya, pengambilan kebijakaannya, 

penyelenggaraaan dan pelaksaanya.  

Setelah itu dalam bab empat penyusun menempatkan inti dari analisis 

teori Al-a’dalah terhadap perda DKI Jakarta No. 4 tahun 2015, dengan sub-

bab, analisis teori Al-a’dalah  dalam implementasi perda DKI Jakarta No. 4 

tahun 2015. 



31 
 

 
 

Terakhir bab lima sebagai penutup, yaitu kesimpulan dan saran-saran. 

Setelah itu terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang menjelaskan 

membantu memahami penelitian dan skripsi ini. 

 



88 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan selama satu bulan setengah 

termulai dari bulan Juni sampai Juli 2017 di Kelurahan Rorota, Kecamatan 

Cilincing Kotamadya Jakarta Utara mengenai peran pemerintah DKI Jakarta 

dalam Implementasi Perda No 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan 

Betawi perspektif teori Al-a’dalah, sebagai berikut: 

1. Bagaiman teori Al-a’dalah  memandang persoalan Perda DKI Jakarta 

No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi pada 

masyarakat Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing Kota Madya 

Jakarta Utara itu adalah sudah mendekati keadilan yang di maksud 

teori Al-a’dalah seperti membuat kegiatan perlombaan marawis setiap 

tahun, memfasilitasi kegiatan pengajian rutinan, dan meperbolehkan 

penggunaan gedung sasakrida dalam kegiatan-kegiatan yang berbau 

kesenian dan kebudayaan Betawi. Dengan sedikit pemberdayaan 

tersebut, pemerintah Kelurahan Rorotan lebih kerja ekstra dalam 

mengejar target yang telah diwacanakan dan dirumuskan, dari 

kesepakatan bersama yang di dapat melalui hasil diskusi rapat 

pimpinan bulanan yang dilaksanakan pemerintah kelurahan dan ketua-
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ketua RT dan RW agar keadilan dalam implementasi dapat di 

tegakkan.  

Seperti dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta 

startegi pelestarian kebudayaan Betawi yang berpedoman pada 

kebijakan nasional, serta menyelenggarakan pelestarian kebudayaan 

Betawi sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan 

pemerintah. Walau semuanya itu masih dalam proses penyuluhan 

dalam agenda-agenda diskusi rutin bulanan namun secara tidak 

langsung implementasi keadilan akan segera direalisasikan, sebagai 

bukti implementasi pelaksanaan tugas pemerintah yang adil dan 

maslahah. Serta pemetaan strategis untuk terciptanya jangka panjang 

pelestarian itu harus tetap eksis dan berjalan. Agar gerusan budaya 

dunia global tidak gampang menghilangkan ciri khas ke-Betawian 

Rorotan.  

Memang dalam melakukan kerjasama antar daerah, 

kemintraan, dan jejaring dalam pelestarian kebudayaan Betawi sudah 

dilakukan sebelum adanya perda pelestarian itu, dengan cara mengikut 

sertakan setiap event acara-acara seni, tradisi budaya Betawi yang 

dilaksanakan oleh pemerintah administrasi Jakarta Utara sebagai ajang 

silaturahim padepokan dan sanggar seni Betawi yang berpusat di 

Rumah Pitung, kampung Bidara Cilincing Jakarta Utara. Namun 

melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan 
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pelestarian kebudayaan Betawi harus dioptimalkan. Walau pengolaan 

sanggar dan padepokan seni, tradisi Betawi masih eksklusif, yang 

mana masyarakat umum atau orang luar yang ingin ikutserta dalam 

pelestarian itu masih banyak yang sungkan. Maka jalan tengahnya 

adalah pemerintah harus bisa memformalkan sanggar dan padepokan 

tersebut agar masyarakat dapat mengaksesnya lebih bebas dan 

gampang.  

Ada juga upaya yang dilakukan pemerintah Rorotan dalam 

menetapkan kawasan kebudayaan Betawi yang sudah terlaksana sebab 

kegiatan amaliyah harian orang Betawi yang sudah dijadikan tradisi 

serta budaya setempat, seperti prosesi sara ngunduh mantu, palang 

pintu, pengajian rotiban, mauludan, tahlilan dan pengajian kitab 

kuning rutinan biasa dijalankan oleh masyarakat Rorotan, serta 

memfasilitasi penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi yang 

diselenggarakan masyarakat Betawi Rorotan sudah mulai terjalin baik 

dengan adanya gedung Sasakakrida yang biasa dijadikan tempat 

latihan dan kegiatan seni, tradisi Betawi. 

Ada beberapa kendala yang harus segera diselesaikan oleh 

pemerintah Rorotan agar keadilan yang dimaksud dari teori Al-a’dalah 

dalam implementasi perda pelestarian kebudayaan Betawi dapat 

dirasakan masyarakat, seperti dalam hal menumbuh kembangkan dan 

meningkatkan partisipasi atau kesadaran dan kreativitas masyarakat 
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yang masih belum berjalan baik. Walau sudah dicoba untuk 

mengadakan jalian penyuluhan masyarakat Rorotan tentang ke-

Betawi-an, tetapi masih sebatas wacana belum ada pelaksanaanya. 

Memang hal ini disebabkan melakukan kordinasi antar masyarakat 

satu dengan masyarakat yang lain masih terhalang oleh jadwal 

kegiatan masyarakat, namun sudah diupayakan menjadi kegiatan 

khusus. Juga prihal jalinan hubungan lembaga pemerintah, 

masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pelestarian kebudayaan 

Betawi masih belum dimulai. Padahal di daerah Rorotan terdapat 

sanggar padepokan persilatan Betawi yang terhitung mencapai 

sembilan padepokan dan lima sanggar kesenian yang masih eksis 

mengembangkan seni, tradisi dan kebudayaan Betawi. Namun tak ada 

peran aktif pemerintah daerah untuk mewadahi dan memfasilitasinya. 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan pada peneitian karya tulis skripsi ini penyusun akan 

meberikan saran-saran kepada setiap elemen yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan pelestarian kebudayaan Betawi. Agar pelaksanaan atau 

implementasi peraturan daerah DKI Jakarta No. 4 Tahun 2015 tentang 

pelestarian kebudayaan Betawi dapat berjalan dengan baik, dan sesuai dengan 
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semangat dan cita-cita bersama untuk kemaslahatan etnis Betawi di kemudia 

hari. Berikut saran penyusun, antaralain: 

1. Pemerintah Daerah DKI Jakarta agar lebih memperhatikan kembali 

dan ikut serta dalam implementasi peraturan daerah tentang 

pelestarian kebudayan Betawi dalam kehidupan sehari-hari di 

pemerintahan, sehingga dengan begitu diharapkan dapat memberikan 

contoh kepada masyarakat dan harapan berjalan dengan baikpun 

dapat sesuai dengan cita-cita yang dicanangkan dalam perda tersebut. 

2. Segenap Staff Kelurahan Rorotan atau anggota pemerintahan 

kelurahan Rorotan, agar lebih memaksimalkan semua wacana 

pelestarian kebudayaan Betawi yang didiskusikan dalam wilayah 

teknis penerapannya, sebab dengan adanya pelakasanaan pelestarian 

tersebut, orang Betawi Rorotan dapat berdayaguna selain bagi 

pelestarian kebudayaan Betawi tetapi juga untuk perekonomian 

masyarakat Rorotan.  

3. Seniman dan Budayawan Betawi Rorotan agar mewujudkan iklim 

kesenian tradisional Betawi atau kontemporer kreasi yang sehat, 

bebas, dan dinamis. Harus berani mempraktekan pagelaran dan karya 

seni dimana-mana, agar hasil karya tersebut dapat terlindungi dari 

hak cipta orang lain yang mengaku-ngaku. Dan hak kekayaan serta 

intelektual seniman Betawi dapat diakui oleh semua elemen 
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masyarakat. Juga seniman dan budayawan harus berani kritif aktif 

kepada pemerintah untuk kemajuan penataan lembaga kesenian yang 

kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan 

pertumbuhan kesenian Betawi 

4. Dan masyarakat Betawi Rorotan harus bersama-sama dengan 

pemerintah membantu, mengembangkan, mengapresiasi semua hal 

yang berkenaan kebudayaan Betawi. Selain itu dalam kehidupan 

sehari-hari di sosial tetap menjalankan dan melestarikan nilai-nilai 

tradisi Betawi serta adat istiadat yang berkembang di dalam 

kehidupan masyarakat Betawi. 
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LAMPIRAN I 

 

DAFTAR TERJEMAHAN 

NO HLM F.N TERJEMAHAN 

BAB I 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

Sesunguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 

   BAB II 

2 34 4 Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. 

3 35 5 Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakanmu 

dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. 

4 36 7 Dan apabilaka kamu berkata, maka hendaklah kamu 

berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu). 

5 41 9 Hukum selalu konsisiten dengan illatnya (alasan-

alasannya), ada dan tidak-adanya hukum tergantung 

dengan ada dan tidak-adanya alasan tersebut. 

6 42 10 Perubahan hukum sejalan dengan dimensi ruang, waktu, 

keadaan, kebiasaan, dan niat )hukum adalah bersifat 

kondisional). 

7 42 11 Menghindari bahaya agar dapat memperoleh maslahat 

(kebaikan secara umum dan merata). 

   BAB III 

   TIDAK ADA 

   BAB IV 

8 80 3 Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya 

bergantung kepada kemaslahatan. 

9 85 7 Tidak bisa dibenarkan di dalam negara Islam, orang-

orang didalamnya tidak mengerti hukum. 

10 87 9 Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan 

ditinggalkan seluruhnya. 

   BAB V 

   TIDAK ADA 
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LAMPIRAN II 

PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara untuk intansi Pemerintah: 

1. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam mengatasi pelestarian kebudayaan 

Betawi di Kelurahan Rorota? 

2. Apa saja cara yang efektif dalam menumbuh kembangkan pelestarian 

kebudayaan Betawi, d alam hal ini kaitannya dengan seni, tradisi, dan budaya 

Betawi? 

3. Dimana saja tempat-tempat strategis dalam melaksanakan seni, tradisi, dan 

budaya Betawi? 

4. Bagaimana otoritas pemerintah dalam melaksanakan pelestarian Kebudayaan 

Betawi? 

5. Mulaikapan menjalankan penerapan pelestarian kebudayaan Betawi? 

6. Kendala apa saja yang terjadi ketika menjalankan penerapan perda pelestarian 

kebudayaan Betawi? 

7. Bagaimana arah kebijakan pemerintah dalam peraturan daerah tentang 

pelestarian kebudayaan Betawi? 

 

Wawancara untuk Seniman, Budayawan, dan lapisan masyarakat Betawi: 

1. Siapa yang harus mengatasi dalam pemberdayaan pelestarian kebudayaan 

Betawi? 
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2. Apa saja cara yang efektif dalam menumbuh kembangkan pelestarian 

kebudayaan Betawi? 

3. Dimana saja tempat-tempat efektif dalam pelaksanaan dan pemberdayaan 

pelestarian kebudayaan Betawi? 

4. Bagaimana kondisi seni, tradisi, dan budaya Betawi dewasa ini 

5. Kapan mulai pelstarian kebudayaan Betawi dilakukan? 

6. Apakah pelstarian dan pemberdayaan Betawi tersebut berjalan dengan lancar? 
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LAMPIRAN IV 

 

Kantor Kelurahan Rorotan Jakarta Utara. Dengan pampangan icon ondel-ondel 

Betawi. 
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Prosesi wawancara dengan Mat Izih selaku staf umum kelurahan Rorotan dan 

termasuk pemuka Betawi di kantor Rorotan. 

 

Wawancara dengan Bapak Supartono selaku sekertaris kantor kelurahan Rorotan 

Jakarta Utara. 

 



X 
 

Wawancara dengan Bang Chandra selaku pengajar Padepokan Persilatan Betawi 

Jaya Sampurna dan Seniman Golog Betawi Rorotan, Cilincing Jakarta Utara. 

 

Prosesi pembuatan Golog Gobak Betawi  

 

Wawancara dengan Bang Jayadi Guru Besar Padepokan Persilatan Betawi Naga 

Pamungkas Rorotan, Cilincing Jakarta Utara. 



XI 
 

LAMPIRAN V 

SURAT BUKTI WAWANCARA 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Mat Izih 

Pekerjaan/Jabatan : Staf umum Kelurahan Rorotan 

Alamat   : Kampung Malaka I, Rorotan, Cilincing Jakarta Utara 

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian 

guna penyusunan skripsi dengan judul “PERAN PEMERINTAH DKI JAKARTA 

TERHADAP KEARIFAN LOKAL (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)” oleh 

saudara: 

Nama   : Bagas Mulyanto 

NIM   : 13370054 

Jurusan  : As Siyasah Hukum Tata Negara Dan Politik Islam 

Fakultas  : Syari’ah dan Hukum 

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Yogyakarta, 05 Juli 2017 

Responden 

 

Mat Izih  

 



XII 
 

SURAT BUKTI WAWANCARA 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Supartono 

Pekerjaan/Jabatan : Sekertaris Kelurahan Rorotan 

Alamat                        : Kampung Malaka Permai, Rorotan, Cilincing 

                                     Jakarta Utara.  

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian 

guna penyusunan skripsi dengan judul “PERAN PEMERINTAH DKI JAKARTA 

TERHADAP KEARIFAN LOKAL (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)” oleh 

saudara: 

Nama   : Bagas Mulyanto 

NIM   : 13370054 

Jurusan  : As Siyasah Hukum Tata Negara Dan Politik Islam 

Fakultas  : Syari’ah dan Hukum 

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Yogyakarta, 05 Juli 2017 

Responden 

 

Supartono  

 



XIII 
 

SURAT BUKTI WAWANCARA 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Jayadi 

Pekerjaan/Jabatan : Guru Besar Padepokan silat Betawi Naga Pamungkas  

Alamat   : Kampung Malaka III, Rorotan, Cilincing Jakarta Utara 

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian 

guna penyusunan skripsi dengan judul “PERAN PEMERINTAH DKI JAKARTA 

TERHADAP KEARIFAN LOKAL (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)” oleh 

saudara: 

Nama   : Bagas Mulyanto 

NIM   : 13370054 

Jurusan  : As Siyasah Hukum Tata Negara Dan Politik Islam 

Fakultas  : Syari’ah dan Hukum 

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Yogyakarta, 06 Juli 2017 

Responden 

 

Jayadi    

 

 



XIV 
 

SURAT BUKTI WAWANCARA 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Chandra 

Pekerjaan/Jabatan : Seniman Betawi dan pengajar perguruan silat Betawi  

   Jaya Sampurna 

Alamat   : Kampung Malaka III, Rorotan, Cilincing Jakarta Utara 

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian 

guna penyusunan skripsi dengan judul “PERAN PEMERINTAH DKI JAKARTA 

TERHADAP KEARIFAN LOKAL (TINJAUAN FIQIH SIYASAH)” oleh 

saudara: 

Nama   : Bagas Mulyanto 

NIM   : 13370054 

Jurusan  : As Siyasah Hukum Tata Negara Dan Politik Islam 

Fakultas  : Syari’ah dan Hukum 

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Yogyakarta, 08 Juli 2017 

Responden 

 

Chandra 
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